MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS
Nomor : 655/DJMT/ST.KP7.1/XII/2025

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan
Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara pada Pengadlan Militer II - 09
Bandung.

Dasar : Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor
652/DJMT.1/KP7.1/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025
perihal Penerbitan Surat Tugas.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Sodikin, S.E., S.H., M.H./ 197605112002121003,

Pembina Utama Muda (IV/c), Sekretaris Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara;

2. Jefri Ardianto, S.T, M.M/ 197704142009041005, Pembina
(IV/a), Kabag Organisasi dan Tata Laksana;

3. Jumanto/ 199312312025211062, V, Operator layanan
Operasional;

Untuk : Melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi
terkait dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
bertempat di Pengadilan Militer II - 09 Bandung pada tanggal
10 s.d. 11 Desember 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada
DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA i

J | MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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